
                                            

 

                                                     
 

 

LURAH GADINGHARJO 

KAPANEWON SANDEN, KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO  

NOMOR 2 TAHUN 2026 

TENTANG 

 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH GADINGHARJO, 

 

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 peraturan Bupati Bantul Nomor 59 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah wajib 

menyusun Peraturan Kalurahan tentang laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Gadingharjo Tahun Anggaran 2025; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5339); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864) ; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

131); 



11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 87); 

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan 

Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan 

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 129); 

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 

Nomor 59); 

14. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingharjo 

(Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2016 Nomor 5); 

15. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo 

Tahun 2020 Nomor 6). 

16. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 

2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5); 

17. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan 

Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 3). 

18. Peraturan  Kalurahan  Gadingharjo  Nomor  8  Tahun  2025 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 8); 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO 

dan 

LURAH GADINGHARJO 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 

ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO 

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
 

 
Pasal 1 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 

dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. Pendapatan Kalurahan 

a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 164.039.750,00 

b. Pendapatan Transfer : Rp. 2.875.377.804,00 

c. Pendapatan lain-lain : Rp. 7.153.027,00 

Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 3.046.570.581,00 

2. Belanja Kalurahan 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp. 1.523.258.247,00 

b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan : Rp. 997.409.532,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 158.370.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 52.029.500,00 

e.  Bidang Penanggulangan Bencana, : Rp. 108.000.000,00 

Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan 

Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 2.839.067.279,00 

Surplus/Defisit : Rp. 207.503.302,00 

 
3. Pembiayaan Kalurahan 

1. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 162.752.105,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 203.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Rp. (40.247.895),00 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 : Rp. 167.255.407,00 



  Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari: 

1 Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025 

2 Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun anggaran 2025 

3 
 
 

4 

Lampiran III 
 
 

Lampiran IV 

: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke 

Kalurahan Tahun 2025 

: Laporan Kekayaan Milik Kalurahan 

  

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 
 

 

Pasal 4 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo 

 
Ditetapkan di Gadingharjo 

Pada tanggal 27 Maret 2026 

LURAH GADINGHARJO 

                                                                       
                                                                         Ttd 

 
 

DARSANA 
 
 

Diundangkan di Gadingharjo 

Pada tanggal 27 Maret 2026 

CARIK GADINGHARJO 

 
Ttd 

 
 

NUR FITRIANTO 
 
 

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2026 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO KAPANEWON SANDEN 

KABUPATEN BANTUL (0 4 /GADINGHARJO/2026) 

 



 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A/n Carik Gadingharjo 

Kepala Urusan Pangripta 

 

 

 

Mara Gandhi, S.Pd 

 


